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ABSTRAK :

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (3), Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi
Undang-Undang, maka perlu mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS)
se-Kota Sukabumi yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota
Sukabumi;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi ini adalah :

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6109; Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 02 Tahun 2008 tentang Tata Kerja
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemiliran
Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan
Peraturan Komisi PemilihanUmum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
3 Tahun 2017 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia




Dalam Keputusan KPU Kota Sukabumi Nomor 20/PP.05.3-Kpt/3272/KPU-
Kot/XI/2017 Tahun 2017 diatur tentang :

Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Pemilihan Bersama
Gubernur dan Wakil Gubernur dan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun
2018 Se - Kota Sukabumi sebanyak 99 (sembila puluh sembilan) orang anggota,
masing-masing Kelurahan 3 (tiga) orang Anggota PPS yang nama-namanya
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. Tugas, wewenang, dan
kewajiban PPS meliputi : a. membantu KPU Kota dan PPK dalam melakukan
pemutakhiran data Pemilih, DPS, daftar Pemilih hasil perbaikan, dan DPT; b.
membentuk KPPS; c. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan
Calon perseorangan; d. mengusulkan calon petugas pemutakhiran data Pemilih
kepada KPU Kota melalui PPK; e. melakukan bimbingan teknis kepada petugas
pemutakhiran data Pemilih; f. mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS
kepada KPUKota melalui PPK; g. menetapkan petugas ketertiban TPS dengan
Keputusan PPS; h. melaporkan nama anggota KPPS, petugas pemutakhiran data
Pemilih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kota melalui
PPK; i. mengumumkan daftar Pemilih; i menerima masukan dari masyarakat
tentang DPS; k. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS; 1.
mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KPU Kota; m. menyampaikan daftar
Pemilih kepada PPK; n. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan
di tingkat kelurahan atau sebutan lain yang telah ditetapkan oleh KPUKota dan PPK;
0. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya; o.
menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan
setelah kotak suara disegel; g. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK
pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak
memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS; r.
menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL; s.
melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap penyelenggaraan Pemilihan di
wilayah kerjanya; t. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau
yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat; u. membantu
PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara; v.
melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan
perundang-undangan KPU Kota, dan/atau PPK. Masa kerja Panitia Pemungutan
Suara (PPS) berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.




CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 10 November 2017

- Lampiran 4 halaman
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